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ABSTRAK

Pemerintah melalui Undang-Undang Momor 8 Tahun
1971, mengesahkan lahrinya Fertamina sebagai EBEadan
Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang minyak dan
gas bumi dengan tujuan mengusahakan minyak dan gas
bumi dalam arti yang seluas—luasnya, untuk kemakmuran
rakyvat dan negara.

Dalam kaitan tersebut maka Pertamina mengadakan
kerjasama dengan berbagal pihak baik dari dalam
maupun dari luar negeri untuk melaksanakan beragam
proyek di lingkungan Pertamina. . Proyek-proyek
tersebut dapat berupa jasa konstruksi MaUpLUn
pengadaan barang atau jasa.

Kerjasama FPertamina tersebut dikenal dengan
Perjanjian Pemborongan Fekerjaan dengan pedoman pada
ketentuan, seperti KUH Perdata, A.V. 1941 tentang
Peraturan Standar dan Keppres Nomor 14 tahun 1994
tentang Felaksanaan AFEN.

Untuk memperocleh berbagsi data yvang diperlukan
maka penulis mengadakan penelitian pada Pertamina
UPPEBN WIT, wang menohasilian data primer dan data
sekunder melaluil wawancsara dengan pimpinan  Fertamins
ztau s=staf vang ditugasi {Firo Hueum!. DBata wang
dipercoleh selanjutnve diclah dan disnalisis secara

Fualitatif vang dideslriptifkamn.
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Haeil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan
Perjanjiian Pemborongan Yanag dilaksanakan pihak
Fertamina dengan pemborong atau kontraktor gdi=
lak=anakan spsuai kontrak yang berpedoman pada
ketentuan yang berlaku dan sampai saat ini ketentuan
tersebut dapat menampung dan melindungi para pihak
yvang terlibat dalam Perjaniian Pemborongan. Sedangkan
masalah—-masalah vang timbul diselesaikan SECAara
musyawarah sebagai langkah pertama dan upaya hukum

melalui Fengadilan sebagai upaya terakhir.
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1.1.

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional vyang sedang dilaksanakan
dewasa -ini sedang bergerak memasuki Fembangunan
Jangka FPanjang Tahap Kedua (PIJPT 11}, dengan strategi
pola pembangunan Jjangka pendek untuk setiap lima
tahun secara berkesinambungan yang dikenal dengan
PELITA di segala sektor pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan
nasional maka kebijesksanaan pembangunan dalam kurun
waktu lima tahun pertama PJPT Il tetap bertumpu pada
Trilegi Fembangunan dengan arahaﬁ tujuan adalah
manusia dan masyarakat Indonesia Ya&ang -berkunlitas,
maju dan mandiri, sejahtera lahir dan batin, dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
berdasarkan Fancasila.

Akselerasi kegiatan pembangunan di segala aspek
dicanangkan dalam Baris-Garis Besar Haluan Negara dan
dioperasional kan dalam Anggaran Fendapatan dan
Belanja MNegara untuk setiap tabhunnya. Salah satu
sektor pemhangupan vang sangat vital adalah bidang
pertambangan berupa minyak dan gas bumi. Hal imd
dapat diamati dari peranannya yang tidak hanya berupa

hasil dewvisa ataupun penerimasan dalam negeri tetapi
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juga bermanfaat bagi pemenuban dalam negeri baik
berupa bahan baku atau bahan mentah, maupun kebutuhan
energi bagi pengembangan industri, rumah tangga,
angkutan, perdagangan dan lain=lain.

Merurut Bachrawi BSanusi (1971 H 43 wang
mengutip Buku Pertama Repelita W mengemukakan
perkiraan penerimaan dalam negeri dari Minyak dan Gas
Bumi dan perkiraan hasil ekspornya adalah untuk tahun
1689/1990 sekitar Rp. 7.899,7 milyar dengan ekspor
7.24% juta US%, tahun 1990/1991 Rp. 9.148,7 milyar
dengan ekspor 7.511 juta US%®, tahun 1991/1992 Rp.
.705,9 milyar dengan ekspor B.124 juta Uss, tahun
1993/1998 Rp. 11.779.2 milyar dengan ekspor 8. 461
juta LSS.

Mengingat peranan sangat besar dan vital dari
sektor minyak dan gas bumi maka pemerintah melalui
undarg-undang nomor 8 tahun 1971 mengesahkan lahirnya
Fertamina =ebagai badan wusaha milik negara yang
bergerak di bidamng minyak dan gas bumi. Adapun tujuan
utama Pertamina adalah mengusahakan minyak dan gas
bumi dalam arti yang seluas—luasnya uniuk kemakmuran
rakyat dan negara.

Untuk mewujudkan tujiuven tersebut maka Pertamina
mengadakan keria sama dengan berbagai pikalk baik dari
Tuzr reeri mauvpur  dari dalam negeri untuk

melaksanakan proyvek—-proyek di lingkungan Fertamina,
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Proyek—-proyek tersebut dapat berupa jasa konstruksi
maupun pengadsan barang dan jasa.

Kerja sama pihak Pertamina dengan pihak lain dikenal
dengan perjanjian pemborongan pekerjsan. Ferjaniian
pemborongan pekerjaan termasuk dalam Hukum Perjanjian
dan KUH Perdata menempatkannya pada batk WII bagian
keenam, pasal 1604 sampai dengan 1617.

Aturan lain yang sering digunakan dalam perjanjian
pemborongan adalah AV tahun 1941 tentang peraturan
standar untuk perjaniian pemborongan Yyang berisi
mengenal syarat—-syarat LLMLIm wrrtulk pelaksanaan
Femborongan pekerjaan di Indonesia. Disamping itu
dipergunakan pula ketentuan dalam Keppres nomor 15
takhun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Fendapatan
dan PBelanja MNegara yang memuat pula hal-hal vyang
perhubungan dengan perjanjian pemborongan.

Menilik perkembangan 1lmu pengetahuan d &
teknologi di era gleobalisasi ini, maka sangat menarik
untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian pemborongan
nekerjaan yang dilaksanakan pihak Pertamina dengan
mitranya vyaitu para kontraktor atsau pemborang di
dalam melakukan jasa konstruksi atau pengadaan barang
stau jasa lainnyas berdasarkan peraturan perundang=
undamgan  yano berlaikoe. Untuk mempermudah  penyusunan
msteri skripsi ini maka penulis merngadakan penslitian

pada Fertamina UFsEDM YI1 Uiwng FPandandg -
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FPada perjaniian pemborongan pekerjaan wang
dilaksanakan pihak Pertamina sebagai pemberi tugas
dengan rekanannya atau para kontraktor seelaku
pelaksana pemborongan diperlukan kejelasan aturan
permainan, seperti prosedur pelelangan, syarat-syarat
yang harus dipenuhi oleh kontraktor, hak dan
kewajiban masing=-masing pihak, jamiman vyang harus
diberikan dan kapan perjanjian pemborongan dikatakan
berakhir serta masalah vang dihadapi dalam
pemborongan dan pemecah&nnys.

Bertitik tolak dari wuraian tersebut maka
penulis mengangkst topik tersebut dengan judul :

"Parianjian Pemborongan Pekerjaan Di Lingkungan

Proyek Fertamina Ujung Pandang".

1.?. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ind mak a
penulis mengadakan rumusan masalah sebagai berikut :
{. Sejauhmanakah pelaksanaan perjanjian pemborongan
pekerjaan yang dilakukan antara pihak FPertamina
selaku pemberi tugas dengan pihak kontraktor
sebagai pelaksana pemborongan s

9. Apakah peraturan mengenal perjanjian pemborongan
T =10 mengantisipasi kepentingan para pihak

sehingga dapat menjamin kepastian hukum ?

i

Bagaimanakah proses penyelesaian masalah Warng
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ditempuh para pihak dalam perjanjian pemborongan
pekerjaan antara pihak Fertamina dengan pihak

rekanan atau kontraktor.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah vyang telah di-
gariskan, maka tujuan penelitian ini diarahkan untuk:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan peErjanjian
pemborongan pekerjaan wyang dilaksanakan pihak
Fertamina sebagai pemberi tugas dengan pihék
kontraktor sebagai pelaksana pemborongan.

2« Untuk mengetabhui penerapan ketentuan mEngenai
perjaniian pemborongan pekerjaan sehingga dapat
mewuiundkan kepastian hukum bagi para pihak dalam

perjanjian pemborongan pekerjaan.

A
L}

Untuk mengetahui proses penyelesaian yvang ditempuh
Fara pihak jika terjadi masalah dalam perjanjian
pemborongan peherjaann
Berikut ini akan diuraikan kegunaan WARG
diperoleh dari penelitian imni, yaitu :
1. Diharapkan berguna bagi para pihak yang terlibat
dalem perjanjian pemborongan pekerjaan.
2. Diharapkan berguna bagi pihak pemerintah EEqu;i
bahan masukan di dalam mernerapkan dan melaksanalan
peratiiran perundang-undangan mengensi pemborongan
pEEEeris&zan .
Diharapkan bergura bagi pengembangasn  ilmu hukum

khusuwiya bagi huekum perjanjian.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAEA

2.1. Pengertian Ferjanjian Femborongan

Sebelum menjelaskan mengenai pengertian
perjanjian pemborongan terlebih dahulu akan diuraikan
pengertian perjanjian itu sendiri, baik menurut sudut
pandang pakar hukum  maupun mErnurut ketentuan

pErundang-undangan .
Subekti (1970 : 1) mengemukakan pengertian
perjanjian sebagai berikut

Buatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
sgsearang berjanji kepada seorang lain atau
dimana dua oreng itu saling berjanjii untuk
melaksanakan sesuatu hal.

Sudikno Mertokusumo (19886 1 %¥&) memberikan
rumusan perjanjian, yaitu =

Ferjanjian adalah hubungan bukum antara dua

pihak atau lebih berdasarkan kata sepaskat untuk

menimbulkan akibat hukum.

Tahir Tungadi (1979 : %) menjelaskan pengertian
perjanjian bahwa @

FPerjenjian adalah persetuiuvan atau sepakat

{spraak agreement) untuk merimbulkan, mengubah

atau menghapuskan hubumgan hukum di lapangan

marta bends.

Dalam pasal 1513  KUH Ferdata ditekankan
pergertian perjanjian, yakni :

Suatu persetuijuan adalah suvatu perbuatan denaan

mana satu orang atad lebibk mengikatkan dirinyvs
terhadap satu orang lain atauw lebih.
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Menurut penulis pada prinsipnya suatu
perjanjian merupakan suatu hubungan hukum Yang
menimbulkan akibat hukum dilakukan dua orang atau
lebih mengenai sesuatu hal.

Setelah mangetahui pengertian perjanjian
berikutnya akan diuwraikan pengertian perianjian
pemborongan. Subekti (1987 1 58) mengemukakan bahwa 1

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu
perjanjian antara seorang (pihak wvang mem—
borongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak
yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama
menghendak i sesuatuy hasil pekerjaan yang
disanggupi oleh pihak lawan, atas pembavaran
suatu jumlah uwang sebagai harga pemborongan.

Paszal 1601 (bl KL FPerdata mEnegaskan
pengertian perjanjian pemborongan sebagai berikut :

Ferjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan
maria pihak yang satu (si pemborong),
mengikatkan diri untuk menyelenoggarakan suatu
pekerjaan dari pihak wvang lain (pihak wang
memborongkan), dengan menerima suatu harga vang
ditentukan.

Dari Kedua pengertian perjanjian pemborongan
tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian
pemborongan pekerjsan memuat beberapa unsur, yaitu
4. Adanya  perjanjian antara dua pihak, yakni pihak

kesatu disebut pihak wvang memborongkan atau
prinsipal {aanbesteder/bouwheer /vepala kantors
satuan kerja/pemimpin proyek /pemberi tugas) dan
pihak kedua disebut pnmbarﬁng {rekanan, annamar,

contraktor) .,

b. Adanya suatu pekerjaan tertentu.
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€. Adanya upah/harga tertentu.

Dasar bukum Ferjanjian Femborongan

Ferjanjian pemborongan pekerjaan yarmg dilakiakan
antara pihak yang memborongkan sebagai pemberi kerja
dengan. pihak pemborong sebagai pelakaaﬁa harus
memenubki syaraf—ﬁvarat tertentu yang telah digariskan
undang-undang, agar memenuhi kualifikasi sebagai
suatu perjanjian vyang sah dan mengikat sebagai
undang=-undang bagi para pihak. Adapun syarat 5aﬁﬁya
suatu perjanjian ditentukan dalam pasal 1320 KUH

Ferdata bahwa :

Untuk sahnya suatu perjanjian memerlukan empat

syarat :

&. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

c. Suatu hal tertentu.

d. Suatu sebab vang halal.
Byarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif
karena manyangkut orang atau subjek yang mengadakan
perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi,
maka @salah satu pihak vyang mengadakan perjanjlilan
mempunyai hak untuk memohon kepada Hakim untuk
membatalkan perjanjian tersebut dengan kata lain
selama perjanjian terssbut tidak dinvatakan batal
cleh putusan Hakim maka perjanjian tersebut tidak
dapat dikutakan batal demi hukum dan mesih  tetap

mengikat bagi kedua belah pihak.

Syarat ketiga dan keempat dinamakan svarat




chjektif karena mengenai objek yang diperjaniikan.

Apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, maka

perjenjian tersebut batal demi hukum danm tujuan para

pihak untuk membuat perjanjian menjadi batal.
Selanjutnya perjaniian pemborongan pekerjaan
diatur dalam pasal 1404 s/d 1617 KUH Perdata sebagai
peraturan yang bersifat umum. Untuk peraturan khusus
berlaku peraturan standar untuk perjanjian
pemﬁurnngan yaitu AV 1741 mengenal syarat—-syarat umum
untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan di Indonesia
yang ditetapkan dengan surat keputusan Femerintah

Hindia Belanda tanggal 28 Mei 1941 nomor 9.

AY 1941 terdiri cdari 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Bagian kesatu tentang syarat-syarat administratifj

b. Bagian kedua tentang syarat-syarat umumg

c. Bagian ketiga tentang syarat-syarat teknis.

Adapun cara menyertakan ketentuan AY 1941 dalam

perjanjian. pemborongan pekerjaan sebagai perjanjian

standar sebagai berikut :

&. Dengan pennjukkan waitu dalam perjaniian
pemborongan pekerisan imuat ketentuan pa-tal
menuniuk pada perstursn standar.

b. Dergsn menandetangani y2itu persiursn standsar
dirumusksn dalam perianiign pemborongen pekerjaan.

Feraturan vana bersifet khusus lain Y &Eng

digunakan dalam merpstur perjanjian semborongan
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pekerjaan adalah Keppres Nomor 1& Tahun 1974
{pengganti Keppres HNomor 2% Tahun 1984)° tentang

FPelaksanaan Anggaran FPendapatan dan Belanja Negara.

Bentuk, Jenis dan Isi Perjanjian Femborongan

2.3.1. Bentuk Perjanjian Pemborongan

Perjanjian pemborongan pekerjaan pada umumnya
dibuat dalam bentuk tertulis untuk menjamin kepastian
hukum. Sehingga perjanjian pemborongan pekerjaan
dibuat menurut ketentuan standar, yaitu burdasﬂ;ﬁan
pada peraturan standar yang menyangkut segi yuridis
dan teknis yang ditunjuk dalam rumusan kontrak. Jadi
pada pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan
selain mematuhi ketentuan-ketentuan dalam KUH Ferdata
juga mengindahkan ketentuan—ketentusn dalam peraturan
standar, waitu AY 1741.

Feraturan standar BERaNJang menyangkut
pemborongan pekerjaan umum di Indonesia ditetapkan
oleh pemerintah cq Departemen Fekerjaan Lmum .
Peraturan standar tersebut memuat segi yuridis dan
teknis, sedanagkan Fetentuan-ketentuan mengenai
prosedur pelelangan pekerjiaan atau pEnunjukan
langsung tercantum dalam Keputusanm Fresiden mengenail
pelakssnaan Angoaran FPendapatan dan Belanja Negara

[ AFEMY .
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Ketentuan dalam KUH FPerdata mengenai perjanjian untuk
melakukan pekerjaan hanya memuat tentang hak dan
kewajiban para pihak dalam pemborongan, sehingga
banyak hal wang menyangkut pelaksanaan pekerjaan
pemborongan diatur dalam peraturan standar
sebagaimana wvang tercantum dalam AV 1941.

Adapun perbedaan antara blrlahﬁnyl heteﬁtuan
Undang—-Undang dan berlakunva peraturan standar wyang
harus diperhatikan dalam perjanjian pemborongan

pelkerjaan menurut Sri Soedewil (1992

28) &dalah

sebagai berikut

Ketentuan Undang=Undang berlakunya adalah

dengan Jalan ditetapkan. Sedangkan ketentuan-=

ketentuan dari peraturan standar berlakunva
dengan jalan disertakan dalam perjanjian
tersebut. -

Cara menvertakan peraturan standar dalam
perjanjian pemborongan pekerjaan dengan cara tertentu
sebagail berikut =
#. Dengan jalan menandatangani perjanjian, maka para

pihak terikat pada peraturan standar Wang
tercantum di dalamnya.

B. Dengan jalan pemberitahuan kepada pihak lain wuntuk
dipelajari ketentuan peraturan standar tersebut.
Setelah diketahui dan dimengerti barulah ditanda
tarngani.

€. Dengan jalan penunjukan bahwa untuk pelaksanaan

perianjian tersebut menunjuk berlskunya peraturan



standar vang bersangkutarn.
d. Dengan Jalan diumumkan di tempat-tempat tertentu
yang mudah dilihat oleh masvarakat umum.
Ferijanjian pemborongan pekerjaan proyek-=proyek
Fertamina Eulalﬁ dalam bentuk tertulis yang berisi
beberapa pasal tentang pemborongan suatu proyek
tertentu. Fihak Pertamina biasanya telah
mempersiapkan perjanjian-perjanjian yang bersifat
pokok  sesuazi dengan Rencana Kerja dan Rencana
Anggaran untuk setiap tahumn. Tertulisnyva perjanjian
tersebut disamping memenuhi tuntutan perkembangan
zaman, Jjuga untuk menjamin kepastian hukum. Sebab
tanpa perjanjian tertulis mauzpun gurat perintah kerja

(SPK) maka tagihan dari pemborong akan ditolak.

2.3.2. Jenis Perjanjian FPemborongan

Ditinjau dari pihak yang mengadakan perjanjian
pemborongan pekerjaan dapat dibedakan atas =
2. Perjaniian pemborongan pekerjaan dengan pemerintah
vaitu pihak pemerintah sebagai pihsk warg
memboronckan stou memberd tupas terhsdsp cmbarong
Stau FONAan&ET.
a. P#rjaniisn pemborongan  pekerjsan CetLDaAn pi ek

Ewasta.
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Menurut cara terjadinya perjanjian pemborongan
pekerjaan dapat dibedakan atas

a. Perjanjisn pemborongan pekerjaan wang diperoleh
egbagai hasil pelelangan atas dasar penawaran yang
diajukan (competative bid contract).

b. Perjanjian pemborongan pekerjaan atas dasar
pernunjuksan.

c. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diperocleh
sebagai hasil perundingan antara si pemberi fugas
gengan pemborong (negotiated contract).

Menurut cara penentuan harganyva pErijaniian
penborongan pekerjaan dapat dibedekan atas :

&. PErianjian pelaksanaan pemborongan dengan  bRarga
pasti {(fixec price). dimana harga pemborongan
telah ditentukan secara pasti baik mengenali harga
kontrak maupun harga satuan.

E. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga
lumpsum yaitu hargs borongan diperhitungkansecarsa
keseluruhan.

C. Ferjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar
harga satuan {umit, price). wvaitu harga Wang

viperbitunagkan untuk Betisng wumit.

d. Ferjanjian pelsksanaan pesborongan stas Ca&s
BT LB B Lt ace than whah [l o N =14 R - Teg) Wil L
pEmbe tLgas Ak mr maEmbdy Rl pdambrm e rE 2 =% talat g
ENRE VRN Lin sws w0 Emunnu Ry a Pttt telah
arkmivarivan ditambs's denoan unehinyes,
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Di Indoneeia berdasarksn Keppres MNomar 16 Tahun

1994 tentang ' Pelaksanaan AFBN vang mEngenai

pemborongan menegaskan perjanjian pelaksanaan
pEmborongan atas dasar cost plus fee tidalk
diperkenankan.

Dalam praktek yang dilaksanakan di lingkungan
Pertamina mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan
‘lasimnya terjadi atas dasar penetapan harga vyang
sudah pasti. Hal ini sesuai dengan perjanjiian untuk
melakesanakan pemborongan pekerjasn yang menetapkan
hsrga tertentu guna menghasilkan pekerjaan tertentu.
2.53.3, Isi Perjanjian Pemborongan
Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pada
umumnya berisi hal-=hal mengenai
i. Luzss pekerjaan yvang harus dilaksanskan dan memuat
uraisn tentang pekerjaan ~ dan syarat-syarat
pekerjaan vyang disertai dengan gambar (bestek)
dilengkapi dengan uraizn tentamg bahan material,
alat-alat dan tenega kerja yang diperlukan.

« Fensntuan tentang herga pemborongan.

 Mepopnal danaka wak bt psrvelesaian cekeriasn.

g, Pergeral sanksi delam el ltersadines wanprestasi.

R rakdikes delem iy I b iadinva rEsgc=ar

tvp Pryereiieelweaiar afelbs le doraadiy perzeliriban.

faur ewajloikr mEca pilva dalam peErianiian
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peEmborongan pekerjaan.
Di dalam perjaniian mengenai berlakunya
peraturan standar hanya menunjuk pada peraturan

standar vyang bersangkutan, yaitu AY 1941. BSedangkan

dalam perijanjian akan dimuat tentang luasnya
pekerjaan, urutan tentang pekerjaan d;ﬂ eyvarat
disertai bestek, persyaratan material, risiko dan

lain=lain yvang dirumuskan secara terperinci.

Mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan vyang
berkaitan dengan pekerjaan uwumum telah ditentukan
dalam Keputusan Fresiden Nomor 168 Tahun 1994 tentang
Felaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja MNegara

sebagai berikut :

2. Fokok pekerjzan vang diperjanjikan dengan uraian
yvang jelas mengenai jenis dan jumlahnya.

b. Harga wang tetap dan pasti, serta svarat-svarat
pEmMbayarannya.

c. Fersyaratan dan Spesipikasi teknis vang jelas dan
terinci.

d. Jangka waktu penyelesaian/penyerahan. dengan

disertai jadual waktu penyelesaian/penyerahannya.

e. Jaminan teknis/hasil pekerisan yang dilakganakan.

f. Banksi dalam hal rekanan ternvats tidik memenuhbi

kewajiibannya.

g. Penvelesailian perselisihan.
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h. Status hukum

i. Hak dan kewajiban para pihak vang terikat di dalam
perijaniian yang bersangkutan.

Jj - Fenggunaan barang dan Jasa hasil . produksi dalam

negeri secara tegas dirinci dalam lampiran

kontrak.

FPeserta Dalam Perjanjian Pemborongan

*

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat
beberapa pihak vang terkait secara langsung maupun

vang tidak langsung wvang dikenal dengan peserta dalam

pEFjanjién pemborongan pekerjaan. Adapun peserta
dalam perjanjian pemborongan pekeriaan sebagai
berikut

&. Pemberi tugas ( bouwheer, aanbesteder, emplover,
prinsipal).

b. Femborong (kontraktor, rekanan, annemer).

c. Perencana (arsitek)

c. FPengawas [(direksi).

Menurut pasal 29 Keppres No. 18 tahun 1994
pekerjaan peErencanaan/perancangan pekerjaan dan
pengawasan  haruse dilakukan oleh rekanans/pemborona
Yang kompoten dan pelaksana pekerjaan dilarang
merangkap sebagal pengawas terhsdap pelaksanaan
pekerjaan pemborongannya. Jadi 4 (empat) peserta

(=Tl ol ol = g FoY pekerjisan tersebut harus terpisah satu




i/

sama lain demi tercapainya nilai pekerjaan yang baik

dan kepentingan keselamatan umum serta kesejahteraan

masyatrakat.

ad. 1. Femhéri Tugas

Femberi tugas dapat pula perorangan atau badan
hukum, instansi pemerintah atau swasta. Hubungan
antara pemberi tugas dengan pemborong dapat berupa :

a. Pemberi tugas adalah pemerintah dan pemborong juga
pemerintah (DPU); maka hubungannya berwujud
hubungan kedinasan.

b. Femberi tugas pemerintah atau swasta sedangkan
pemborong dari pihak swasta, maka hubungannya
dituangkan dalam perjanjian pemborongan atau surat
perintah kerja.

Huburgan antara pemberi tugas dengan

perencanasan dapat berupa i

4. Pemberi tugas dari pemerintah dan perencana Jjuga
dari pemerintah (DPU), maka terdapat huﬁungan
kedinasan.

b. Femberi tugas dari pemerintah atau swasta
sedangkan perencana adalah pihak swasta WEarng
bertindak =sebagai penasihat pemberi tTugas, maka
hubungannya dituangkan dalam perjanjian melakukan
jasa-jasa tunggal..

Apabila pemberi tugas dari pemerintabh atau swasta

dengan pErencana swasta bertindak sebagai Wkl
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pemberi ftugsaz (sebagal direksi), maka hubungannya
ditvangkan dalam perjanjian pemberian kuasa sesuail
dengan ﬁasal 1792 s/5d 1B1F EUH Ferdata.

Femberi tugas atau prinsipal mempunyai wewenang
dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, yaitu :
a. Memeriksa pekerjaan wyang sedang dilaksanakan

pemborong;

b. Menyetujui dan menerima hasil pekerjaan pemborong.

ad. Femborong

Femborong atau pelakeans dapat berupa
pErseorangan, badam hukum swasta maupun pemerintah.
Femborong bertindak melaksanakan pemborongan

pekerjsan sesuai dengan bestek dan syarat-svarat yang
tercantum dalam kontrak serta dalam melaksanakan
pekerjaan pemborongan dapat menguasakan pekerjaan

tersebut kepada pelaksasna {uitvoerder).

Berdasarkan Keppres nomor 1& tahun 1994
gitetapkan kEegiatan kumliifikesi pEmborong ATE
kontraktor meEnurut kegiatan penilaian == =
osEngoclongan Eontraktor E&SLS] tingkat kEemampulan
CREArTYE Fade setizp Yidang dan =uh biderg
el Erdaan . FEmanpUan CRERT adklah EmEmDuwan  YENG
cimtiiki oleh perusahsan wntar melshssoakan =ati

ke jiaen fterltentis.
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Fenilaian dan penggolongan pemborong atau
kontraktor meriurut tingkat kemampuan dasarnya
dilakukan atas pertimbangan, vaitu :

a, Pekerjaan yang mampu diselesaikan dengan baik oleh
pemborong dalam waktu yvang ditentukan.

b. Kemampuan peralatan, tenaga dan pEngUasaan
teknologi wvang dibutuhkan oleh provek dan dimiliki
ocleh perusahaan.

Fenggolongan kualifikasi pemborong atau rekanan
jasa pemborong dilaksamakan sebagai berikut
1. GBolongan kontraktor dengan kemampuan tinggi dengan

kualifikasi A yaituw rekanan yang mampu melaksana-
kan perbaikan dan pembangunan dengan persyaratan
teknis tinggi atau sangat tinggi dengan nilai di
atzs Rp. 1 miliar. |

2. Golongan kontraktor derngan kemampuan mEdya
kualifikasi B yaitu rekanan atau pemborong yang
mampLl melaksanakan perbaikan dan pembangunan
dengan psrsyvaratan teknis tinggi bernilai di atas
Fp. 900 juta seampai dengan Rp. 1 miliar.

=. Bolongan kontraktor kEuslifikasi El dan 1:E vailitu =
s, Kualifikasi ©C) adalah rekanan atau pemborang

yang manpu melaksanakan pekerjaan perbaikan

szoerbana dan pembasngunan derngar pErsyaratan
teknis esederhana atau madya bermilai di atas

Fp: 200 Juta samp&i derngan Rp. 500, Juta.




b. Kualifikasi EE adalah rekanan atau pemborong
yang mampu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan
atau perbaikan ringan dan pembangunan dengan
persyaratan teknis sederhana Eurnilai di atas
Fp. 15 juta sampai dengan Rp. 200 Juta.

Fenentuan kualifikasi kontraktor atau pemborong

dilakukan dengan memperhatikan

1.

Kemampuan keuangan vwaitu penilaian kemampuan

keuangan kontraktor atau pemborong dilakukan

terhadap kekayaan bersih perusahaan berdasarkan

necara keuangan perusahaan tabun terakhir dan

laporan keuwangan lainnya.

FKemampuan personalia vyaitu penilaian kemampuan

personalia dilakukan terhadap tenaga ahli tetap

dari perusahaan. Tenaga ahli digolongkan sebagail

berikut =

a. Sarjana teknik ;

b. Sarjama muda teknik atau pendidikan teknik
setingkat ;

c. STH atau pendidikam tekmnik vang setingkat 3

d. Teﬁaga pendukung lainnvya, seperti tenaga
pembukuan, administra=si.

Kemampuan peralatan wvaitu penilaian kemampusan

peralatan milik sendiri dilakukan terhadap :

. Jenissmacam alat 3

B. Jumlah alat ;
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c. Kapasitas dan out put peralatan ;

d. Merek, tipe dan nomor mesin/peralatan 1

2. Tahun pembuatan ;

f. Keadaan/Kondisi alat g

g. Lokasi dan harga peralatan.

Rekanan atau pemborong éengan kualifikasi ol dan

c peralatan dapat dimiliki sendiri atau qiseﬂa.
4, Pengalamanm FPerusahaan yaitu penilaian pengalaman

perusahaan dilakukan terhadap pekerjiaan yang telah

diselesaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir wang

telah dilakukan melalui =

a. SPE atau kontrak pemborongan 3

b. Berita acara penvelesaian peEkerjaan

Cara dan kriteria penilaian dari kemampuan
keuangan, kemampuan personalia, kemampuan peralatan
dan pengalaman perusahaan dilaksanakan dengan sistem
Blek waitu dengan kualifikasi perusahaan ditetapkan
s@sual dengan tercapainya persyaratan terendah dan
keseluruhan persvaratan kemampuan yang dimiliki.
ad. 2. Perencana
Tugas perencanaan dalam perjanjiizn  pemborongan

pekerisan dilakuan ocieh arsitek atau insipyur sipil.
Feskipun perencans merupskan pikak yarz tidesk terikat
TECara lamgsung dal am pErjanjian pemborongan
SEFEFJeagsin namuh pEFENCANGS MEMmpUnysl psranan penting

dalaew pelakzsnsan pemborongan pekerjasr .
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Di Indonesia tug55 pErencanaan pada LIMLLMM Yy &
belum dilaksanakan oleh arsitek dan insinyur sipil
sebagai profesi vyang berdiri sendiri, melainkan

diserahkan kepada konsultan atau petugas vang

ditunjuk wntuk membuat pEFEncanasn berdasarkan
hubungan kedinasan, ' misalnya dari Departemen
Fekerjaan I Limuum (DFU)Y. Adapun tugas pErencana

meliputis :

z. Sebagai penasihat bertugas membuat rencana biaya
dan besteknva sesuai pesanan pembari tugas.
Hubungan pemberi tugas dengan perencans sebagai
penasihat dituangkan dalam perjanjian melakukan
jasa—jasa tunggal yang dikenal dengan istilah
perjaniian pekerjaan perencana.

b. Sebagai wakil dari pemberi tﬁgaa yang bertindak
exbagal pENgawas dengan tugas mengawasi

pelaksansan pekerjaan.

ad. 4. Pengawas

FENgSWAS bertindak mewakili pemberi tugas
melakukan pergawasan terhadap pekeriaan yang
ssdang dilaksanakan pemborang dalam fase

celakaanasazn pekerjaan. Sedanchkan psada Tase s&belum

=ontralk pEfbD O &N aekerizan dileksanakan
pergEwas bertucss mewalbili pemberi (tugss untuk
mEd & lkukan [oE T QL LIS memberikan BEN ] R RSEN

remperseisshan kontrak dan lain=lain.
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Adapun hubungan kerja antara pemberi tugas
dengan pengawas dapat atas dasar perjanjian
pemberian kussa, dapat pula atas dasar penunjukan.
Karena terdapat hubungan kerja atau hubungan
kedinasan antara pemberi tugas dengan peEnRgQaWas,
yaitu sebagai instansi vyang berwenang  yang

ditunjuk wuntuk bertindak selaku pengawas.
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METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Umtulk memperolenh data dam AdAnformasi wang
diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis

mengadakan penelitian pada Kantor Pertamina UPFDN WII

Ujung Fandang.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis meng-
adakan penelitian kepustakaan (library ressarch) dan
penelitian lapang {field research). Untuk memperoleh
data dan informasi wang menunjang kedua penslitian
itu maka dipErgunaEan teknik pengumpulan data sebagail
berikut @

2. Wawancara vaitu mengadakan tanya Jjawab secara
langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah
disusun dengan staf yang ditugasi pada Bagian
Hukum Kantor Pertamina UPFPDM VII Ujung FPandang.
Data wvang diperoleh dari hasil wawancara tersebut
gikategaorilkan data primer.

b. Medode dobumentasl yeitu pengumpulan data melalua
ok umen-dokumen resmi  dan  bahan-bahan fertulis
leinnve. Data vang dihasilkan diksteporikan ke

galam data shvwunder.
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T.%X. Analisis Data

Eetélah data terkumpul kemudian diclah mé]alui
mnetode analisis kualitatif wyang diuraikan secara
deskriptif yaitu menggambarkan pelaksanaan peErjianjiian
pemborong&an pekerjaan pada proyek—proyek di
lingkungan Pertamina secara umum berdasarkan data

hasil penelitian.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tata Cara Pemborongan Proyek Pertamina

Pertamina vyang merupakan Badan Usaha Milik
Negara diundangkan di Jakarta pada tanggal 15
Elpiemher 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun
1971, Tujuan utama dari pertamina adalah urtuk
mengusahakan minyak dan gas bumi dalam arti vyanag
g2luas—luasnva vang skan dimanfaatkan untuk esebesar-
besarnya kemakmuran rakyat dan negara. Untuk mencapai
tujuan teresbut maka pertamina tErus berusaha
meningkatkan tertib administrasi {Accountabilityl,
tertib anggaran {(Auditibility) dan disiplin kerja
serta harus. mematuhi segala pEEaturan perundang—
undangan vang berlaku.

Fertamina sebagai penghasil devisa yvang
terbesar bagi negara, di dalam melaksanakan berbagai
proyvek—proyeknya untuk pemborongan pekerjsan tetap
me@rujuk pada ketentuan yang berlaku, yaitu Keppres
Womor 1& Tzhun 1974 tentang FPelaksanaan AFEN.

Berdasar¥an hssil pernelitian di Psriaminas UPPDN
VIT RES - gy Fandat.g 5 p@#r0lEh retera- Lan R L
pzlaksanaan og-ooedor erlelangan melalu. tehap, waitar
o Poonbherds Leboand prnoumaman BFcara Juas alad terbetas

Fratann 2] ars v pRIElAnGaE BRIET T RET disertai

=y
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SESUAaL

CEan g & bestek dan Persyaratan-persyaratan
pEEEr]aan.

2. Persyaratan Prakualifikasi, kualifikasi serta

klasifikasi jaminan Yang diwajibkan dalam

pemboronagan pekerjaan, seperti jaminan tender,

jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka,
pemeliharaan, jaminan pembangunan, kontra
dan pencairan jaminan.

4, Felelarnpan, wvakni peleleangan umuam,

terbatas danm cara penentuan pelulusannya.

jaminan

garansi

pelelangan

Menurut pasal 21 ayat (1] Feppres Nomor 148
Tahun 1994 dijelaskan bahwa
Felaksanaan pengadaan barang/jasa dapat
dilakukan melalui :
a. Pelelangan umumg
b. Pelelangsn terbatasj)
c. Femilihan langsungs
d. Pengadaan langsung.
ad.l. Pelelangan LimLLm adalah pelelangan " wang
dilskukan secara terbuka dengan pengumuman
cmcara Juas melalui media massa, media cetak
dan peda papan pErtg U muman resm wmkuk

mremar pncan umiam mehingoa mEsyarsas e

1aas dunia

v akis vans bDerminat darn memmnunh delitillasi
ot s remrd Bl IR

i &5z Ang&in rerpatas stlalsh splelas-oan  wnlak

mar b nats fertegole valg dijlusi cieF ‘el By

i arigitya  Lima ek anan YEiig sl LY mE RN
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daftar terseleksi (DRT) yang dipilih di antara

rekanan vyang tercatat dalam daftar rekanan

mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau

ruang lingkupnya atau kualifikasi kemampuannya,

dengan pengumuman secara luas melalui media

.massa, media cetak dan papan pinﬁumumuﬁ resmi
untuk pEnerangan umum sehingga m;ﬁ?lrlkﬂt
luas/dunia usaha dapat mengetahuinva.

ad.3. Pemilihan langsung adalah pelaksanaan pengadaan
barang dan’ jasa tanpa melalui pelelangan umum
dan pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan
membandingkan sekurang-kurangnya tiga penawar
dan melakukan negosiasi,; baik teknis maupun
harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan
teknis yang dapat tnrc;tat dalam daftar rekanan
mampu (DRM) sesuai bidang usaha, ruang lingkup
atau kualifikasi kEmampuann?a.
ad.4. Pengadaan langsung adalah pelaksanaan pengadaan
| barang dan jasa yang dilakukan di antara
rekanan golongan ekonomi lemah tanpa melalui
pelelangan uﬁum atau pelelangan terbatas atau
pemilihan langsung.
Menurut Keppres Ho.l5 Tahun 1994 Lampiran I

K¥etentuan Tentang FPengadaan Barang dan Jasa di-

tentukan bahwa dalam persiapan dan penyelANQEATAAN

pelelangan,pemilihan langsung atau pengadaan langsung




harus dipErhatikan, Waity s

. PEmbUAtan dokumen lelang secara lengkap, jelae can

tegas sehingga dapat diikuti dan dimengerti oleh

para rekanan.

b-. Daftar rekanan mampu (DRM) dari rekanan atau

pumbmﬁnng.

c. Penggunaan kriteria dalam dokumen lelang atau
persyaratan pengadaan secara rinci dan jelas serta
diberitabhukan kepadsa rekanan.

d. Adanya analisis biava wvang dikalkulasi secara
reahliasn {profezional) &tau harga pasar wang
berlaku =esbagai acuan dalsam evaluasi kewajarsan
hargs.

&. Tata cara evaluasi penawaran rekanan peserta.

f. Fenggunaan hasil produksi dalam negerl dan rancang
bangun rekayasa nasional.

g. Pengutamaan rekanan golongan gkonomi lemah.

h. Pengutamaan rekanan setempat.

i. Ketentuan mengenai tempat peryelenggarasn

pelelangan.

Hal-=hal wa&ng harus giperhbztikan dalam
e .
(8. - T fcEl&an SSURga L
aelsksanaan pemborongan pekerisan &C8l# =
=] 10 8 RRAT <
ot ek vanG hereangkuatan

4. Keeeluruhan Ookumsn

P : f e g vang Serlakue
harus disusun de@ngan Lt o A A

Lo - BEnEe  mRRDO. dan

e d ak
e Rakarar yeang  Sitonie




memiliki reputasi

dibuktikan dari

pelaksanaan pekerjaannya pada

kontrak lain

pada Wak tu yang lalu, di

departemEnIIEmhagaIEUMNHEUHD Yang bersangkutan

atau di tempat pemberi kerja yvang lain.

Harga vyang disepakati benar-benar telah memenuhi

parsyvaratan menguntungkan negara dan dapat

. dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan cara

panitia peleslangan dapat memilih sal

pembayaran, valuta pembayaran dan ketentuan-—
ketentuan penyesuaian harga yang mungkin terdapat
pada kontrak yang bersangkutan. Harga yvang telah
disepakati dibandingkan dengan daftar harga (price
list), analisis= biaya yang dikalkulasikan dengan
ahlinya, harga pasar yang berlaku, perhitungan
perencana dan harga kontrak pekerjaan yang sejenis
di tempat lain sebelumnya.

Kualitas pekerjaan dan wak tu penyelesaian
pekerjaan dijamin akan dapat dipenuhi oleh rekanan
yvang ditunjuk sesuai dengan ketentuan kontrak.

Selanjutnya untuk pemasukan dokumeEn pEnawaran

ah satu dari tiga

itu
tata cara pemasukan dokumen PEMAWATAN. Sl

=

B

Ca.

sietem satu sampuls
Sistem dua sampull

Sistem dua tahap.

¥ang baik, antara lain




x T i
vl akan dlgL‘rlaH&h h&rus iﬁlf:ﬁnt_um IjE‘ﬂgEll'l JjeElaE
- & -

dalam dokumen pernjelasan laanwijzing)

Rekanan atau pesertas ¥Yang ditunjuk sebagei

pemenang selanjutnya dipanggil olsh pihzak Pertamina

untuk membuat konsep surat perjanjian atas dasar @

a. Berita acara hasil pelelangan;

b. Berita acara pe&hukaah surat penawarang
c. PBerita acara pemberian penjielasan;

d. Dokumen lelang lainnyva.

Proses  pembustan kontrak dari konsep Sampal
dengan sslesail ditandatangani oleh Pertamina dan
Rekanannyva memerlukan waktu yang lama. Karena para
pihak harus menyepakati hal~hal yang akan dituangksn
dalam Lkentrak. Brasanya nitiak FPertamina menentukan
garis besar dari isi kontrak, kemudian pemborong

mEM Y UusUn tonsep  sesuai  dengan petunjuk  dari

Fertamina.

i Ll ieh
Fonsep kontrak yang sudah dizsetuiuk ole

serencana proyel FPertamina kemudlan disetaliud ety

: ey wa e | S S
PP st e I:I:.r'-s*l"-*-‘—“’ rams. Jika LTErAYyHTa - riE L1

i e st 4 o
Sl B ok ,_-'!-E'-:" ¥ Lot '
PEELBFILS S mEnHETEnE A batwa ks '

fappier e i | T

S P TT TTT T SRt SILR P 2
Pt aer Al g YA s

. P ok tE oy eir bs TR - B
i . ; PR - Eer TR T i e Rt :
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pemborong  bissanya selalu mematuhi segala peraturan

dari pihak Pertamina,

pihaknya.

Menurut keterangan yang diperoleh dari

Fertamina UFPFDN VII Ujung Fandang berdasarkan Surat

Keputusan Direksi Fertamina Pusat bahwa :

a. Harga borongan di bawah Rp. 7%0 juta adalah
wewenang Fertamina setempat;

b. Harga borongan di atas Rp. 750 juta adalah
wewenang FPertamina Fusat.

Sedangkan untuk pengambilan keputusan mengenai

penentuan pemenang pelelangan ditentukan bahwa @

a. Pimpinan Fertamina berwenang mengambil keputusan
mengenal penetapan pemenang pElelangan untuk
pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp- {ﬂ
milyar.

b. Untuk pernetapan pemenang pelelangan pengadaan yang
bernilai di atas Rp. 10 milyar, maka direksi
Pertamina mengambil keputusan setelah mendapat
persetuiuan dari Menteri Koordinator  Bidang

Ekonomi, Keuangan dan Fengawasan Fembangunan.

Hak dan Kewajiban Para FPihak

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian

pemborongar pEkeriaan yaitu pemberi tugas dan

pemborong mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal-=

Sepanjang tidak merugikan’




balik. Hak dan kewsjiban Para pihak galam perianiian
X e

pemboronoan  pekeriaan  di

Indonesia jebih bamnyak

dratur dalam peraturan standar AY 1941 karens KUH

Ferdata tidak banyalk mengQazur hal tersebut yang

memuat secara terperinci dalam perianjian.

secara umum hak dan kewajiban pihak Pertamina

selaku pemberi tugas dalam pelaksanaan EGrErak=

kontrak pemborongan pekerjaan provek-proyvek UFPFDN VII

Ujurg Fandang dapat dikemukakan bahwa 1

. Balk dari Fertamina sehbajsi pesberi tugas :

2. Berhak menerima hasil peksrjasn vyang telah
giperjanjikan dalem Jangka waktu yang telah
dicsepakati.

b. Perhak secara sepihak memutuskan perjanjian
dengan pemberitehuvan secara tertulis kepada

kontraktor apabila kentrakior wanprestasi.

c. Berhak mengajukan gugatan dalam hal pemborong

tidak menyslesairan pekerisannya dengsan baik.

d. marhak meminta perbaikan daiam hal pekeriaan—

- s 1 &l I g L - d.t- cCa t- = [ |
i T Ly} EI b= b wi I_Ft jr_L_l L ta
E'E‘il’ =T 1 & & = Ly 18 LN (Ll
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Adapun

: | batas
ari a i
¥Yang <telah dlrEhcanakan karena adanya
penambahan PEkerjaan, maka bila hal ini
im

disetujui pihak Fertamimna harus dibuat dalam

bentuk tertulis.

Menyediakan Sarana dan ' prasarana Yang

diperlukan, seperti kantor proyek, gudang,

bengkel dan sebagainya.
Memeriksa dan menerima pekerjaan vyang di-
selesaikan tepat pada waktunya.

hak dan kewajiban pihak pemborong atau

kontraktor dapat dikemukakan, wvaitu &

1. Hak dari pemborong atau kontraktor :

P i

Berhak menerima pembayvaran sesuai dengan vyang
diperjanjikan, dalam hal pényimpangan bestek
yvang mengakibatkan penambahan harga yang lebih
dari 10 %. maka pemborong berhak mengajukan

tambahan biaya kepada pemberi tugas.

Berhak menggunakan sarana dan prasarana yang

telah disiapkan pihak Pertamina uwntuk

melaksanakan pekerjaan pemborongan .

i | &1 ila kerusakan
oerhak terhindar d&rli Fisiko apabil

i ithak
pekerjaan wang teplah diserahken kepada P

pihak Fertamina

- | .I_I
Fertamina merupakan kelalals

sglaku pemberi tugas.

SR

ool g T



Kewaiiban dari PEMbOrong,

S

e

1.

Yaituy .

IEI.-\.EEL . j
Melakeanakan PFekerjaan pemburuhg SBsSusl dengan
=

kentrak, rencana kerja dan Syarat-syarat yang
telah ditetapkan.

Menyerahkan pekerjaan Pada waktu wyang telah

ditetapkan dalam perjanjian.

Menjamin bahwa .peralatan dan bahan  yang

digunskan adalah baru dan berkualitas sesria

dalam kondisi yvang dapat bekerja baik, aman,
sesual derngan tujuan pEngQgUNaEANNYa dan
dilengkapi suku cadang-yang cukup.

Menjaga semus fasilitas-fasilitas yang ada di
tempat proyvek dan memperbaiki Jjika terjadi
kerusakan akibat kesalahannya.

Melakukan tindakan pencegahan terjadinya pen—
cemaran air, udara dan tanah yang dapat terjadi

akibat pelaksanaan pekerjiaan.

Menjaga keselamatan para pekerjanya dan

menvedizkan obat—-obatan secukupnya di lokasi

proyvek.

- grusahaan

; .ae Bebar odan
ssuransi yangd ditunijuk Fertamina e
=03 Ser =

M avs kontreEtor.

ol e = = A Dan =EF i -I:':Ih.:-"t
0T Y E E't’l"‘i"‘ S pnlia dat®- ] El:u':l =Y = =l
il L1 :I 1K S

11an =] ja ™E I:EH'I'I"_ (1=
a i =i dan perguy ian kepa3s FEF i
manmill] 1NSPE ! E
Nl | E F Pr i) lLamn
i e =T ol
=1 ] i I"_;.'—i"n o =l 1LArLiTe [.1=l 2
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dilak=sanakan SESuai  den
dam

igi !
Perjanji
pemborongan yang telah i byt Jjianm
§.3. Jaminan Dalam Perjanjian Femborongan
Jaminan dalam perjanjian Pemborongan pekerj
Fiaan

merupakan salah satu persyaratan Yang diminta

pihalk
pemberi tugas atau pimpinan Proyek terhadap para

rekanan atau kontraktor. Hal ini dimaksudkan agar

pelaksanaan pekerjaan pemborengan dapat diselesaikan

dengan baik dan lancar sesuai dengan kun£}ah

perianjian dan ketentuan wyang berlaku.

Di dalam Keppres nomor 1é& tahun 1994 disebutkan bahwa
dalam pekerjaan pemborongan Yang pembiayaannya
bersumber pada APBEN, maka surat Jjaminan dapat
diberikan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta /
temhaga Keusrngan lain yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan .

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nemor 271/KNKS

D11/1980 tentang penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan

afls
vang dapat memberikan Jjaminan adalah Bank Pemerintah,

ional
Bank Pembangunan Daesrah, pank Umum Swasta Mas

iy merta Ferum
dalam bentulk Jaminan Bank (Bank Garansi) =€

., Fengaturan
AK Jasa Raharjs dalam bentuk Surety Bond
: Menteri
eelanijut digtur dalam Surat Keputusan

MUy =

: 1 18 Mei 1989
Feuangan Nomor = g/ kMK L 13 1987 tangg#
4 Al - |
) darn pEmber:an

. r i d 1eh Bank
lentang pemberian jaminan @
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jaminan oleh lembaga keuan
gaﬁ bukah B
” ark ,
demilki 1
T HEN Jaminan dalam PErianjia
: ; N pEmhanngﬁh
adalah Jaminan Bank atau Bank Garansi 4
1 dan  Suret
: i "
Bond. Herikul ini aksn dijelaskan Jaminan &
ersebut.

A. Bank Garansi / Jaminan Bank

Bank Garansi MErupakan salah saty dari

bentuk

perjanjian penanggungan (borgtocht). Borgtocht - di

dalam pasal 1820 KUH Perdata disebutkan, vaitu :
Eua#u perjanjiian dengan mana
Eetlga Quna kepentingan si berpiutang meng-
ikatkan diri untuk memenuhi perikatannya =i
berutang, manakala orang ini tidak mEmenuhinya.

ﬂ'Etl'F.,ﬁg ) Flihilk

Oleh karena Bank Garansi merupakan salah satu
bentuk dari Borgtocht, maka pengaturan hukumnva mulai
dari pasal 1820 sampai dengan 1850 KUH Ferdata
berlaku juga bagi Bank Garansi.

Sifat dari Bank Garansi adalah meErupakan

perjanjian tambahan atau accessoir, vyaitu adanya

tergantung dari perjanjian pokok, dalam hal in

perjanjian pemborongan. Dengan demikian Bank Baransi

- lah
akan berakhir apabila perjanjian pemborongan e

: n
berakhir dan pihak yang bertindak sebagai penanagung

tunjuk-pihak pemborond.

Bank bersedia

adalah Bank vang di

i E
Dalam praktes pEerhankan. piha

F i ikmak  yanT
bertindak sebagai pENANSOUNE: apsbila P

_ ai burikut
E : ! ym men.Jsa
kalau belt
. - lbah banH.
L. Merupakar nasabe ) . h
&bl
, koran tEer
relkening
mEmhuh1

nasabah harus



2B

dahulu ;

2. Menjadir nasabah bank YaNng bonatig
ide,

belum Pernah

masuk black list : ,
L] FI'E'FIJ.].E\_J_,E_H d-]-].lh-
Ulﬁn

berturut—turut :

3. Memberikan Jjamiman lawan (kontra Qaransj)
Yang
dapat berupa :

a. Setoran wang tunai sejumlah nilaj naminal Bank
Garansi j '
b. Hipotik/s EFEdiEtyErbEnd‘

pand dan fidusia ;

c. Setoran uang tunai sebagian dari Bank Garansi

ditambah jaminan kebendaan nilainya ditetapkan

130 X Bank Garansi (dikurangi wang tunai yang

disetorkan) .

Bank Garansi berbeda dengan perjenjian garansi,
karena- barnk Garansi merupakan perjanjiian tambahan,
csedang perjanjian garansi merupakan perjanjian yang

sifatnya berdiri sendiri. Dalam Bank Garansi si

d
peranggung  menjamin pemenuhan perutangan  SECANG

1 in urntuk
perjanjian garansi si penanggung  mEnJamd

mengganti kerugian.

! mnk  Indonesia
Mernurut Surat Keputusan Direksl Ba

79
=g Maret 197¢
romor 117110 KEP/UPPER tangaal

e i harub
r rbi rk ageransl
dinvatakan bahwa setiap pene bitanp Han® &
- + gebkagal
e Lurangny® me L8
EmEnLnL syarat gekurang=ruy *Likd
I

berikut

———



1. Judul garansi stau bank Saransy
si.

4, Nama dan alamat bank Pember; garansy
1. Tanggal penerbitan bark Qaransi

4. Transaksi antara pihak
yang  dij

penerima jaminan.

" 5. Jumlah uvang vang dijamin bank,
&, Tanggal mulai herlakunya

garansi.

7. FEnegasan wak tu FENgajuan

klaim

39

&min dengan

dan  berakhi Fnya bank

(sekurang-

kurangnya 14 hari dan selambat-lambatnya 30 hari

eetelah berakhirnya bank garansi.

8. Pernyataan penjamin & bahwa =

a. Akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu

menyita damn - menjual bernda-benda
wntuk melunasi utangnya sesuai

1831 KUH Ferdata.

g1 berutang

dengan pasal

b. Akan dilepaskan hak utamanya untuk menuntut

supaya benda-benda di berutang

Hisita dan dijual untuk melunasi

EEsSLEl I:IEI'IgElI'I FI-E:EEI.]- 16872 K1H Ferds

Menurut F.X. Djumialdii (1987 *

. , mac s
bahws di  dalam praktek dikenal

LT-'I_=||."|F'| " "_r'-'='fi|.u| :
1. Dziam peatorongan bangunans

fpeem Ma suke

T Delam cukak tembaren JE0
an
A — ng deng
“uo Hind e pembalian Earand barand
sembayaran di belakard-

iebih dahulu
utangnya

tS.

+ 32) mengatakan

m-macam EBank

anpanran atau

-
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Bank ar i _
o NS5l tEFJﬂdi jika

Ban

g 22laky

mE”*”Egun
- O pelak
pekerjaan tertentu kepadg S SkEanasn

pENanggung diwajibkan untuk

. debity
wanprestasi. Adapun Macam-macam jamin P
2N bank dai
_ am
kaitannya dengan perjanjian Pemborongan
PEEBFjaan

adalah sebagai berikut :

1. Jaminan Fenawaran (jaminan T

Jruparys PEnawaran  adalah suatu bentuk
u

penanggung di mana Bank menjamin pembayaran sejumlah

uang tertentu  untuk memenuhi penawaran di  dalam

pelelangan pemborongan pekerjaan.

Jaminan penawaran merdpakan syarat apahilg para
pemborong akan mengikuti pelelangan/tender, di mana
vang bertindak sebagal pemberi tugas adalah
pemerintah atau proyek—proysk  yang dibiayai

pemerintah. Menurut pasal 21 ayat 7 Keppres Nomor 16

Tahun 1994 ditegaskan bahwa untuk  pelaksanaan

jal
pengadaan barang/jasa oleh kantor/satuan  keria

5 i t Ep.
provek/bagian proyek Yang berjumlah di &atas P

; i i k=anakan
20 000, 000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaks
berdasarkan pe

dengan eurat perjanjianfkﬂntfﬁk

tas.
Ielangan umum atau pelelangan i
y 16 Tahun 1994

omb
Dalam Lampiran 1 Keppres N 1
penawaran antara

i : ran
ditentukan bahwa bDESarnya jami
-~ {tiga!

-

persen daril

(eatu) persen sampal dengarn Lasarny
Dalam prRRELEnyE

Perkiraan haros penawar 8 -
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i Waran dit
jaminan pena itentukan oleh BnuwhEEP

EEbigai
epberi tugas dengan Sejumlan
P

tartEntu Yang
BeDSEA SRRATA. K Tast BAMEai  dengan 3
irasn harga FENawsran .

Menurut F.X. Diumialdji (1587

(tiga) peErsen dari perg

P 33) dikatakan

bahwa

Lalam praktik PErbankan,
jamiman PENawaran kepada
pemborong menyvetor sebagian
sebagian dengan Jaminan kebendaan lainnya,
e eed uangnya oleh Pemboreang dapat
dipergunakan untuk menambah modalnya.

PEmMborang minta
Bank. Eiisanya
tang  tunai gdap

Jaminman penswaran ini akan dikembalikan kepada
pemborong bilamana vang bersangkutan tidak menijadi
peEnEnang dalam pelelangan, selanjuinya apabila
pemborong yang sudah memberikan jaminan penawarzn
mengundurkan diri setelah memssukkan surat PEMSWAaran ,

1 1141 . Sedangkan
maka jaminam tersebut menjadi milik negara

jaminan
“2gi pemborong yang menang dalam pelelangan, )
91 pem = =

kontrak
; atelah
PeEnawarannya akan dikembalikan s

: jaminan
svar
ditang tangani dan telah membay
anda &

PElakeanaan .

|-'i'. J=d r h agill'
L =i E;,':la:lE'.
F 1 K =il
I d da 1 -Eﬁlinﬁn P‘E‘ 3

mny'a
. ErRawara
= & SCF P"’
terikat P&
PESES o n atau kontrakior TE
-z
) j .
adah di ke
= s s “':-_l.ﬁ-:'
" rada pekerjaan ya BEFE)
' g nee bo
& _ ipHrTmrmﬁ pen tuk
“rodaminan Pelaksarnaan eustul
“~alah i
. o] aksgnaman o spbsgal
Jariinen P eL o nank
. arns
s I d - " L'.-I.!nq
"Brian §inn penanggunasi

: = n
i Lar 18
membayar o
il

sikan
i S
'L'“gﬂLuu| R ol i = R
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tertentu kepada =i PENerims i
Minan a i
Pabily
_— Fambg
yantg dijamin telah dlnyatakar—. s
menar
pelelangan. ; .
Femboron
9 Yang telan Bitungy,
=abelum
menandatangani kontrak diwaubkan memberj |,
ikan Jaminan

pelaksanan berupa surst jaminas ba
nk PEmErint
h/Bank

Garansi sebesar 5 (lima ) PErsan

dari nilsj kontrak.

Jaminan pelaksanaan diwajibkan bagi PEmborongan
an

pembelian di atas Rp. 30.000,000, 00 (lima pulun ik

rupiah). Cara memperoleh Jaminan Pelaksanasn sama

dengan cara memperaleh Jaminan penawaran. Jaminan
pelaksanaan dapat diperoleh dari Bank Femerintah atau
bank/lembags keuangan lain yang ditetapkan Menteri
Keuangan Republik Indonesia.

Dalam hal pemborong dalam waktu yang telah
ditetapkan tidak melaksanakan pekerjaan, maka jaminan

ik j1ka
Pelaksanaan menjadi milik negara. Demikian pula j

i datangani
Femborong  mengundurkan diri setelah menandatang

jadi milik
kontrak, maka jaminan pelaksanaan menja

"egara. Jaminan pelaksanaan dikembalikan kﬂpaej
Pemborong setelah pelaksanaan pekerjaan selesa

*¥SUai dengan surat perjanjian pemboron@an:

¥+ Surety Bond -

katan dalam he

tu El".i .
Burety bond adalah suatu P i

i ma
mengrl
dengan

g _ , o |
wﬁrkat? el bErl r:léherjaan
e

Ralnrlal E
"Tgiket diri, gquna kepenting
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untuk menjamin pElakEﬂnaan ok &
Hatu keps
] ; aliba
rikatan pokok , N aty
i AL Hrineingl /kong k ’
> Faktor
mengakibatkan kE‘”'ﬂ-J‘lban mE‘l’Hha-}rér = ! ':-"a.ng
u mEmEﬁUhl
Suat

tambahan dan bersifat ASSesn]ir tEPhadap perik
Flkatan

pokok. Dalam Surety Bong dikena] tiga pihak Vait
] u oz

#. Obligee wvaity Pihak Yang berhak atag Prestasi

serta merupakan pihak yang dilindungi terhadap

sustu kerugian, yakni Femberi Pekerjaan,

EﬁuwhEerIDwner, Ppemilik proyek,

b. Prinsipal vaitu pihak yang berkewajihm1nmmbmﬁkah
prestasi serta merupakan pihak yang dijamin yakni
Rekanan, Kentraktor, Penyalur, Eupplier barang dan
sebagainva.

€. Burety yaitu pihak yang memberikan jaminan dalam

i i ugian
bentuk surety bond yakni PT. Asuransi Kerug

Jasg Raharjia.

Ussha-usaha surety meliputi
ik dengan

g _ dibiayai ba
a. Pruyek~prmvEH pemerintah -yang

wasta.
S&na AFEM dan atau AFBD atau S berada
asta yang
b. Froyek-proyek pemerintah maupun S i baxk
: . dibiayal i
ng
01 wilayah Republik Indonesid e

ari
hnya dengan G&

-
a bantuan lu@

2ebagian/atau seluru

Negers .
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Indonesia.
edapun Surety Bond meliputi .,

4. Jaminan Fenawaranf‘l‘snder Bond /1y B

Ferusshaan Surety bong men §
Jamin bahwa
PEMhnrnng

memenangkan

telah tEl"rdEl"' dapm akan

serta menyedizkan Jaminan pelaks.anain.

Apabila Prinsipal ternyats tidak sanggup

nenutup kKentrak atag meryvediakan janinan

Penawaran,

maka kontrak biasanyva diberikan kepags penawar

Vang

terendah bE-r“iFr.utnya. Ferusahaan BUrety vyamg telah

menystakan bertangoung jawsb terhadap prinsipal,

¥njamin sslisih milai antara harga l-'.':mi'.r‘ak Lenawaran
dengan maksimun sebesar sejumlah nilai jaminan.
by Jaminan Felaksansan /Performasnce Bond

3 [l aikan
Perusahasan surety menjamin bahwa pemborong

: ; i rgan  isi
“3pat  menyelasikan pekerjsan sesuai deng

menvelgsaikan

) T = idak
"®rianfian, delam hal pemborong tid

k
i 4antukan, maka giba
Lal! Sy P 3 & - - e o = pabisling]
PEREr D aan zampai batas wvang di
T or —Ey
iap Hmpada  obIiGEE
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p:ﬁntrak mak & PEMDayaran k-E'ﬂ'lha]_' s
ersebut dapat dijamipn 1 - - hE*l MY mukg
auka.  PAvencE  Fayment pong E— ::ll-fwa N uang

1 i
pemborang &kan membayar kembal i Hang myg g ‘:E‘E .
. n

diterima. 9 telan
Jelen  Wang ¥Yang  dijamin tersebyt &kan

kerkurang sesuai dengan bagian Pekerjaan yang K
akan

dilaksanakan uwuntuk SEsuatu Jangka Wakty tertent
U,

bizssnya eelama tiga bulan. Jaminan pembaysran uang

wuike dikeluarkan sehubungan dengan  suaty F . p—

pelaksanaan stau Ferfcrmence bond.
Jamiran pembayvaran vang muka dimeksuckan - bahwa
usng muka sebesar 20 % dari nilai kontrak akan

dipergunakan pemborong guna pembiavaan proyek Yang

=

dikeriakan danm bukan urtuk hal=-hal lain.
d. Jaminan Femeliharsan/Maintenance Bond

; iaminan
Jaminan pemeliharaan biasanya merupaksn jamina

] setelan
rhadas  Lerueakan pekerjazn atau materisl

""Hi'*-"i&ﬁa.an pekerjazn selesal.
. 1 =2 R
. - i Eanad ¥
i . ini tidsk dik
Jaminen remeliharaan ini t
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Dalam PErianjian Pemboronaan 'pakirjaan masih
dikenal adanyg Jaminan PEMDangunan yang memungkinkan

Pihalk Yang memborengkan dapat MENsSyaratkan adanya

apabila PEMBorong Ltamg tidak menyelesaikan
pekerjaan, Misalnya pemborong  jatun Pailit  atay
meninggal dunia,

Bagi Bouwheer atau pemberi PEkEriaan Maupun
pemborong dengan adanya Jaminan Pembangunan akan
menguntungkan. Karena bagi Bouwheer Pekerjazn +tidak
mengalami Hambatan sedangkan bagi Pemboreong atau
kantraktor tidak periy membayar ganti Yugi jika tidak
dapat melanjutkan Pekerjaan.

Di dalam Pelaksanaan PErianjian pemborengan
Pekeriasan di lingkungan proyek-proyek Fertamina,
jaminan vang diminta Fertamina sebagai pemberi tugas/
pekerjsan kepada para rekanan atau kontraktor berupa
jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan

Fihak Pertamina hanya mempergunakan kedua jenis

jaminan tersebut berdssarkan Surat Keputusan Direksi

Pertaming noamar : KFTS O0O01/C  Q000/B9=E1 vang
“er ¥

Jaminan penawaran d an

meniegaskan habwa di  luar

: gk I Smirnan lain
k i rFang ada o 4
| 1 I ElaEEaME&EaMN dila =
JdEMmina E 1 .

dalam pelelanaan.
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Jamingn FENawsran VENY diberilkan pihak
Fontrakior kepada i kak Fertamina SEOEEar 1 [satyu)
PEFSen  gampai dengan 3 (tiga) perser dari nNarga
FENSWE AR Pihak PETbDrong. Eedingkan Jaminan

Pelaksanaan ditetaﬁkan Sebesar 5 (lima) PErsEn dari
nilai kontrak.

Menuryt Penielaszan Yang penulisg peroleh dari
Fertamina UFPFDN WIT Uiung Fandang bakwa tidak semua
PEMbCrong Fertamins varg menandatangami kontrak haryus
meEnvetorkan Jaminan pelakganaan, henva pemborong
Braraur an atau onstruksi- vang dimints memasiukk an
Jjaminan pelakeangsn sedangkan FEmborong dfsga at&au

service tidak Giminta jaminan pelaksanaan.

Berakhirnya Perjanjian Pemborongan

FPerjanjian pemborongan pekerjizan ¥Yanq dilakukan
pihak Pertamina OEngan rekanannva beraihir setelah
selesainya 100 % pekeriaan sesuai dengan kontrak,

disertai laporan dan bukti-bukti vang cukup vang

gisgtuiui pihak Pertamira. Fergetuijuan Fertamina atze

EavaeiEsaLan gsxer{san berikat tanoggal Fenyelessian—
!r'_r_ R LG h -

= Jdal e EBertitikal Fenvelecsalan
s e o _1_“.__' = T

1% aes L el o iryvy F

§ — ik .."'E rl
3 2 S0 A kA rihal Lsrtamsm !
Tg Fayg- - ] LY
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PEkErigan dengan Pemberitatyan Betara tertulis kepags

"Rk dengan nemo@rikan ganti FUZL  sepenuhnya

KEepada kantraktor atay Pemborong. Berngan demikian
Pihak Kontraktge harus Segera MENghentikan FeEkerjiaan
dan mamberi kemunglkinan kepada pihak Pertaming untuk
mengambil a1ip dan menyelesaikan Pekeriaan serta
Menguasai bahan dan Peralatan ¥Yang menjadi hak
Fertamina, Serta Fertaminag berhak menun i uk PEmborong
lain atas kehendak dan pilihan Fertaming Lr ek
Mernvelesaikan PeRLariaan Pemborongan.

Ferjaniian Fembcrongan PREEEFjaan berskhie
BECOFR FiLLk am , dpabkily jergka wakty PEYI&n]ian Yang
telah disep akati bereams di dalam pemborongan
relkeriaan  telak Rabis. Namun demikian Jangka wakty
Yang telah ditetaﬁkan terradang tidak tepat,
serhubung  karena s0anya keadaan memakes atau karens
kelalaian salah gaty Pihak atau sdanya penambshan
wektu atas  persetujuan bersama. Flisalmya sustu

Perjaniian pemborongan pembangunsn jslan masuk ke

' lzszparati Bkan
Iokagi pemborong minvak yang diszparat

e T
i | 2 : 1iam 2Em
dicelesaikan delam Jancka waktu 2 (duz) bui

"Erd Caacs hs run o oatsu ET
gl a troam BE.BESY FareEra Soacs bor 1
- HELR T = o .

~y = - o [y e {-

o |-'"1.."| _1:_.-|| o | -I'ﬂ e -
: L Dencan  denulls ks
: - - R o TR
i e N PRt N P T |
: L Les shgrpa 3 o tosgn ALY LT ALY
MRV, A Lr H h
IR S EEe Ll DV HAF
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Dalam PErijamjian Pemboreangan Pekeriaan yang

tugas dan para rekanan atay pemborong Sebagaji
PElaksana Pemboarongan terhadang Muncul perbuatan-

Perbuatan ¥Yang tidak S&Suai dengan isi perjanjian

Pihak Pemborang atau  rekanan berada dalam
keadsan Wanprestasi, apabila dalam melakuksan prestaci
telah lalai, s&hingaa terlambat dari waktu yang telah
ditentukan atay melaksanakan Pekerjaan tidak menurut
Yang diperjanjiikan, Subekti (1990 ;. 453) menvatakan

bahwa

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) SEOrang
debitur dapat berupa empat macam
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan

dilakukannya.
b. Melaksanakan apa Yang diperjanjikan, tetapi

tidak sebagaimana vang diperjanjikan. .
€. Melakukan apa vang diperjanjiikan tetapi

terlambat. .
d. Melakukan sesuatu vang menurut perjanjian

tidak boleh dilakukanm.

Fada pelaksanaan perianiian pemborongan

pekeriaan wvang dituangkan dalam isi perjanjiian  sudak

i L&n
nemuat seoals kemungkinan dan akibat  wvang aka
i ikul  suatu

timbul. Sehingga salah satuw pihak akan memiku
] i i & dan penggantian

i $ 3 putusan peErjanjian
gkibat, seperti. pem

paling banyak mEnanggung

kerugian. FikFak Wang
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o
kerugian pads Ferjianjian ReEmborongan adalah pinak
rEmborong, 'nisehabkan tidalk dapat menvelesaikan

Pekeriaan berdasarkan waktu varmg telap ditetaplkan

dalam Perjianiian.

Dalam hal terjadi Wanprestasi oleh Pemborong
menuryt AV 19431 dikatakan babhwa pemberi tugas
terlebin dahuly memberikan teguran 4gar pemborong
memenuhi kewajibannya Ecbagaimana Yang diper=-
janjikan, dalam jangka waktu yang layak diberikaq.
Jika setelah ada teguran tereebut pemboronrg tetap
mengsbaikan PEringatan, makas Pemborong dianggap 1slai
dan dengan pemberitahusn secars tertulis kepada
remborong, perjaniian langiuﬁg dapat diputuskan tanpa
pErantaraan Pengsdilan. Jadi hal ini menyimpang dari
ketentuan pasal 12&s KUH Perdats Yang mensyaratkan
pemutusan perjaniian dengan keputusan Hakim.

Menurut Subekti (1990 : 4&) mengatakan sS@orang

debitur diancam atas beberapa sanksi terhadap
kelalaian yang dilakukannya, seperti :
1. Membayar keruvgian yang diderita oleh kreditur atau

dengan gantli rugi.

- r—'al'l_'.iiﬂn-
Fembatalan perejanjian atau pemecahan peri
“rmbat Al b

»)

g
. Peralihan risile,

. . . § Lperkarsakan
bisgva perkars apabila sampai dij
4. NMermbayar bigy :

el depan Hakim.
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Dari uraianm tersebyut dapat dikatakan bahwa di

dalam praktik Pada dasarnva pasal 1264 KUH Perdata

tidak dapat berlaku sepenubnya, karena pemberi tugas

- : :
emutuskan perjaniian berdasarkan dapa vang telah

diperjanjikan - kedua  belah pihal dan mempunyai

k .
ekuatan hukum sebanai undang—undang serta mengikat

Para pibak dalam perjanjian.

Hal tersebut sejalan dengan vyang dilakukan
FPertamina di dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan
dengan para pemborong. Di  mana dalam kontrak
pemborongan ditentukan bahwa dengan mengesampingkan
ketentuan dalam pasal 1264 KUH Ferdata, Fihak
Fertamina berhak secara sepihak memutuskan perjaniian
dengan pemberitahuan tertulis kepada kontraktor 14
{empat belas) hari sebelumnya éalam hal kontraktor i
1. Dalam waktu sstu bulan +terhitung dari tanggal

ditandatanganinya perjanjian tidak atau belum

mulai melaksanakan pekerjaan.

2. Dalam =stu bulan berturut=turut tidak melanjutkan

pelaksanaan pekerjaan.
3. Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung
bat penyelesaian perjanjian pemborongan.

memper 1lam

4., Memberikan keterangan yang tidak benar vang

merugikan atau dapat merugikan Pertamina.

5. Melakukan hal—-hal yang melangoar atau tidak sesual

uan—ketentuan yanog tercantum dalam

dengan ketent
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dokumnen perjianmjian,

5. Melak j j i
keanakan PErianjisn pemborongan  tidak sesuai

dengan Jadual waktu ¥ang telah dibuat oleh
Kontraktaor Yang disetujui Fertamina.
Apabila terjadi PEMUtUSan perjanjian secara sepihak

ocleh Pertaminn, maka akan membawa konesekuensi sebagai

berikut ;

1. Kontrakter harus SEQEra menghentikan pekerjaan,

<. Kontraktor harus mEmberikan kemungkinan kepada
Fertamina untuk meEngambil alih dan menyelesaikan
pekeriaan serta mEfguasai bzhlhan dan peralatan yang

menjadi hak Pertamina.

|

. Pertamina berhak menunjuk pemborong lain atas
kehendak dan pilihan Pertamina untuk menyelesaikan
pekeriaan.

4. Kontraktor harus menyerahkan kepada Fertamina

semua déta, manwal dan gambar-gambar termasuk yang

dapat ‘reproduksi  serta semua spesifikasi yang

dikerjakan Kontraktor.

harus memnindahkan sEmuas peralatan

o

Fontraktor

runstruksi dari lokasi provek kecuali iika  kedua

“elah pihak menghendaki $ain.

adeAya PEMUTUSAn pEr i En G 1Aan pECDOFOnGan AL
fr R = * by

ang an

e i T kan

: _ . ae st A pmper il tung
waka Pertamine  akan membaya
; _ wgital dengar
| L Atraktor sosua

sEiu:nlai (= B kepada Ko

. perdasarkan

£ T e "ljkr'.-
. . boes] 2y OiSes ==
ek er jaan wand o)



o

PEFlanjiian PeEmborongan sebelum Pemutusan perjanjian,
Sedangkan apabila terjadi k@lambatan atau
kelalaian dalam Penyelesaian pekerjaan pemborongan,
mes k2 Kontraktor akan dikenakan membayar ganti
kerugian sehegar 1 /00 (satuy promil) untuk tiap
kelambatan dan maksimal sebesar 5 (lima) persen dari
harga borongan.
4.5.2. Risiko Dalam Ferjanjian Femborongan
Risikao merupakan suatu kewaiiban untuk
menanggung kerugian Eebagai akibat dari adanya suaty
periatiwg atau kejadian Yarng menimpa obyvek
PeErJaniian. Dalam merentukan pembebanan risiko pada
perjsaniian pemborongan dapat ditentukan dengan
melihat hal-hal sebagai berikut :
1. Apaksh peamborong melaksanakan pekerjaan dengan
menyediakan bahan materialnya atau hanya me—

laksanakan pekerjaan saja.

2. Apzkah musnahnya atau kerusakan borongan terjadi

sebelum penyerahan atau setelah penyerahan
i PERErIasi.
Peaborong vang melakukan nekerjasan can

- e o ;
menvediakan bahan materialpnya, maka rFisiko aca pabs

P mbr on o jan FeneERUEBNSLOVE pemhorang harus
i 51 ; i,
merser akan hembali dengan bahan materiszl vang Dard
e, X - =8k saar
Vo e penbri bages yang lalaa meiakulan pEREr1REad
2] 3 pon b

= = - Figike
marvetuiui prkeriasn tersebut, Mmara
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beralibh pada Pemberi tugas.

Femborong yang hanva melaksanakan pekerjaan
kemudian terjsdi kerusakan sebelum pekerjsan
diserahkan maksa risiko ada pada remborong dan
hErtafggung Jawab atas kesalahan ¥ang dibuatnya.

Apabila pekerjaan yang telah diborong dengan
hargsa tertentu kemudian rusak sebagian atau
selurubnya disebabkan jeleknya kualitas material yang
dipakai atay lokasi pekerjaan Yang tidak memenuhi
Evarat maka pemborong dan tenaga ahlinya bertanggung
jawab selama waktu 10 tahun.

Demikian pula Jika eetelah penyerahan
pekerjaan, obyeknya musnah akibat kesalahan pemborong
atau adanya cacad yang tersemburyi, maka pemborong
bertanggung jawsb sepenubnya atas girugian tersebut.

Dalam  pelaksanaan perjanjian pemborongan
pekerjaan yang dilakukan Fertamina dengan para rekan
annya - diteptukan dalam kontrak/perjanjian hal=hal

sebagai berikut :

1. Apabila dalam pelaksanaan pekeriaan teriadi

kecelskaan, kerusakan, kebakaran atau kehilangan

skikat kesalahan ataw kelalaian Kentraktor wyang

menimbulkan kerugian pads Fertaming, mak &
Kontraktor harus membayar ganti rugi sesuai dengan

kerugian yang ditimbulkan kepada Fertamins.
i &
5 Kmmtraktor harus membayar ganti rugi untuk semu
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PEngeluaran yang timbul akibat adanva Pengaduan

atau tuntutan dari pihak ketiga kepada Pertamina
sehubungan dengan kecelaksan, kerusakan atau
kehilangan dan pﬁlangqaran hak paten p#ﬁa
Pembuatan peralatan atau rencana teknis.

Bagaimana jika terhadap Fusaknya atau musnahnya
pekerjaan Yang diakibatkan karena keadaan memaksa
atau Overmacht. Menurut pasa] 1245 KUH Perdata
apabila keadsan memaksa tersebut dapat dibuktikan,
mak a pihak dzalam FErjanjiian pemborangan dapat
dibebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Dalam kontrak/perianjiian yang dibuat Pertamina
dengan para rekanannya dimust mengenai Overmacht
(force majeure) sebagai berikut :

1. Salah satu pihak dalam perjanjian pemborongan
tidak dapat menuntut pihak lain untuk melaksanakan
atau  memenuhbi ketentuan-ketentuan perjanjian
pemborongan  karena adanyva Force Majeure seperti,
gempa bumi, perang, banjir, kebakaran, pemogokan,
huru hara serta peraturan pemerintah yang langsung

berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

2. Adanya Force Majeure harus ditetapkan atau

disstujui Pertamina. Fihak wang tidak dapat

melaksanakan kewajibannya harus csegera membeEri-—

tahukan kepada pihak lain dan kedua belah pihak
melakukan hal=hal wang

EECara biersama—sama
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dianggap perluy mengatasi keadaan Force Majsure,
sehingga pelakeanaan ketentuan—-ketentuan per-—

Janjiam pemborongan dapat dimulai kembali dengan

EEQEI"-EI. -
4.5.3. Sengketa Dalam Perjanjian Femborongan

Dalam pelaksanaan perjanjiam pemborongan, jika

terjadi sengketa antara pemberi tugas dengan

pemborong atau rekanan, maka menurut ketentuan dalam
AV 1941 ditekankan bahwa rEnye@lesaian sengketa se-
paniang mengenai mengenai teknik pekerjaan den;an
segala akibat finansialnya diselesaikan berdasarkan
Reglement WVoor Tecnische Arbitrage atau menurut
ketentuan sekarang disebut Dewan Arbitrasi Teknik
Indonesia.

Mengenai cara penyelesaian sengketa tersebut di
atas harus dicantumkan dalam bestek dan ketentuan
dari Dewan Arbitrasi Teknik Indonesia (DATI) dianggap
telah dimasukkan dalam bestek yaitu dengan menunjuk

pada berlakunya peraturan tentang DATI .

Dalam praktik pemborongan ternyata ada yang

tidak mengadskan pemisahan antara perselisihan darl

seqi wvuridis, seperti dicantumkan dalam perjanjian
[ E bila
pemborongan keptentuan Y&ang menyatakan babwa apabl

k&
terjadi perselisihan antara tedua belah pihak, ma
rah. Jika
penyelesalan diselesaikan SECcars MLS Y IWS
lh tidak tercapatl sepakat maka

dengan Jalan mMASYaWara
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dibentuk panitia Arbitrasi. Selanjutnya penvelesaian

perselisihan akan diteruskan melaiui Fergadilan,

apabila melalui csra MuSYawarah dan Arbitrasi tidak

menyelesaikan masalah.

Dalam perjanjian pemborongan pekerjasn  antara
Fertamina dengan rekanannys dimusat ketentuan

penyelesaian perselisihan sebagai berikut =

1. Fedua belahk Pihak akan berusaha menyelesaikan
setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang
timbul sehubungan dengan perjaniian pembarangan
BECara musyawsrah.

2. Jikas kedua belah pihak gagal menyelesaikan
pereelisihan  tersebut sscara musyvawarah dalam

waktu yang layak, maka penvelesaian selanjutnya

diserahkan kepada Pengadilan Negeri.
Dari berbagai masalah yang timbul dalam

perjianjian pemborongan pekerjaan antara Fertamina

; . ; LT
dengan rekanannya, baik mengenail wanprestasi, ri

maupun sengketa teknik dan yuridis harus diselesaikan

; ] 1 bust
menurut ketentuan dalam perjanjian yang telah dibu

n.:r =l ud
R ' -I:PE .t'—l. =] 1] 1 - n n

= = E- = H . IF iIEI &l & Iq Al LEDET ag
e =" o B

Meowos 14 —ahun 1974, Behingoa keppatingan pars pihak
dap=si dilirdusald slehl huekum dan Hasil aghkeriazn  varng
ditves . lkan dapat memuaskan kedus helehs pikak serta
pembartgunan -

Grmat menn jang kepialan




dibentuk panitig Arbitrasi. Selanjutnyas penvelesaian

rerselisihan  akan diteruskan melajui Fengadilan,

spabila melalui cars MUByawarah dan Arbitrasi tidak
mefyelesaikan masalab.,

Dalam perijanjian pemboerongan pekerjaan antara
FPertamina dengan rekanannya dimuat ketentuan
PEnyelesaian perselisihan sebagai berikut
1. KFedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan

setiap perselisiban atau perbedsan pendapat yang
timbul sehubungan dengan perijanjian pemborangan
EBCara musyawarah.

2. Jiks kedua belah pihak gagal menyel esaikan
perselisihan tersebut secara musyamwarah galam
waktu wvang lavak, maka penyelesaian selanjutnya
diserabhkan kepada Pengadilan Negeri.

Dari berbagai masalah yang timbul dalam
perjanjian pemborongan pekerjaan  antara Pertamina
dengan rekanannya, baik mengenai wanprestasi, risiko
maupun sengketa teknik dan yuridis harus diselesaikan
menurut ketentuan dalam perjanjian yang telsh dibuat
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FENUTUP
S5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka

barikut ini akan disimpulkan bahwa

1. Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan yang
dilaksanakan antara pihak Fertamina sebagai
pemberi tugas dengan pihak Kontraktor sebagai
pelaksana pemborongan didasarkan stas kEEEPEHat;H
kedua belah pihak dengan tetap berpijak pada
pEraturan vang berlaku.

<« PEraturan mEnoenai peErjanjian pemborongan
pekerjaan., vaitu KUH Perdata sebagai aturan umum
dan AV 1941 serta Keppres Nomor 1& Tahun 1994
sebagai aturan vang khusus, sampali saat ini masin
dapat mengakomoder kepentingan para pihak di dalam
mewuijudkan kepastian hukum.

%. FProses penyelesaian masalah yang ditempuh para

pihak dalam perjanjian pemborangs&n pekeriaan
adalah melalui cara musyawarah ssbagai langksh
pertams kemudian melaiui Pengsdilan sebagai upaya

terakhir.

5.2. Baran-saran
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diselaraskan, agar diperoleh hasil pekerjaan vang
diinginkan.

Feraturan pemborongan pelkerisan khususnya AV 1941
tentang peraturan standasr vang merupakan produk
pemerintah penjajahan, sebaiknya diperbaiki dan
disempurnakan. Mengingat perkembangan dan kemajuan
teknologi utamanya dibidang konstruksi dengan
pEnggunaan peralatan vang moderen, sehingga
memerlukan aturan vang jelas dan dapat menjamin
kepastiam hulkum.

Froses penyelesaian masalah yang ditempuh para
pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjzan harus
berpedoman pada kontrak perjanjian dan peraturan

yvang berlaku.
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